
 
BUPATI  LAMONGAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 
RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
NOMOR ...TAHUN ... 

 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 

LAMONGAN TAHUN 2025-2029 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMONGAN, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2025-2029; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2286) ; 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700);  

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725) ;  
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059);  
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5767); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 59a1); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20l7 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 
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2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - 

Bangkalan – Mojokerto Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, 

Kawasan Bromo - Tengger - Semeru serta Kawasan 

Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 225); 

25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 19); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

di Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dalam Penlrusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 

459); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1539); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
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tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2021-2031 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Nomor 15); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-

2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2018 Nomor 1 Seri D); 

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2023-2043; 

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 
Nomor 4 Seri D); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 4); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 
Nomor 3); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN LAMONGAN 
dan 

BUPATI LAMONGAN 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029. 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lamongan. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamongan. 
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Lamongan 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah.  

7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan 

pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang 
ada. 

8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang 

dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh 
seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi 

daerah. 
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi 

dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya, sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), 
dalam bentuk barang dan jasa. 
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11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2025-2029. 

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan  Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Lamongan untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. 

15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai 
acuan dalam pen)rusunan rencana kerja dan anggaran 
satuan kerja Perangkat Daerah. 

17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya 
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk 
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, 
rencana, dan/atau program. 

18. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau 

agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah 
kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah pada tahun berkenaan. 
 

BAB II 

RPJMD 
 

Pasal 2 
 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, 
strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan 
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan 

lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, 
RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional. 
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BAB III 
TATA CARA PERENCANAAN 

 
Pasal 3 

 

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada 
proses dengan menggunakan pendekatan: 

a.  teknokratik; 
b.  partisipatif; 
c.  politis; dan  

d.  atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom up). 
 

Pasal 4 

 
Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada 

substansi, dengan menggunakan pendekatan: 
a.  holistik-tematik; 
b.  integratif; dan 

c.  spasial. 
 

BAB IV 

SISTEMATIKA 
 

Pasal 5 
 

(1) Sistematika RPJMD terdiri atas : 

a. BAB I :  PENDAHULUAN; 
b. BAB II :  GAMBARAN UMUM DAERAH; 

c. BAB III :  VISI, MISI, DAN PROGRAM 
PRIORITAS PEMBANGUNAN 
DAERAH; 

d. BAB IV :  PROGRAM PERANGKAT DAERAH 
DAN KINERJA PENYELENGGARA 
AN PEMERINTAH DAERAH; 

e. BAB V :  PENUTUP 
(2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
BAB V 

PELAKSANAAN RPJMD 
 

Pasal 6 

 
(1) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD, 

Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah 
serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(2) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam 

RPJMD bersifat indikatif 
(3) Perubahan atas target dan kebutuhan pendanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terjadi pada 
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setiap tahun pelaksanaan RPJMD dituangkan dalam 
RKPD 

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
dokumen Perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun.  

(5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 
2025 sampai dengan tahun 2029. 

(6) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 
BAB VI 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 7 

 
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD. 

(2) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 
 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 8 
 

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dinyatakan 

tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai 
dengan Peraturan Daerah ini 

 

 
BAB VIII 

PENUTUP 
 

Pasal 9 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 

 
Pasal 10 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan. 

 

 
Ditetapkan  di Lamongan 

Pada tanggal  
 

BUPATI LAMONGAN, 

 
 
 

 
YUHRONUR EFENDI 
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PENJELASAN 
ATAS 

RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 

NOMOR ... TAHUN ... 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029 

 
 

I. UMUM 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat 

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan 
keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat 
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  Visi, misi, dan 

program Bupati diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan 
nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur 
yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan 

RPJPD Kabupaten Lamongan 2025-2045. 
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan 

salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah 
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil 

Bupati yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) setiap tahun dan menjadi pedoman bagi PD dalam 
penyusunan Renstra PD.  

 
RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan strategis yang 

disusun melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan 
pendekatan dalam penyusunan perencanaan, penelaahan kondisi dan 
permasalahan daerah serta identifikasi potensi sumber daya yang ada 

agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis 
dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen pembangunan 

nasional. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-
2029 merupakan dokumen rencana pemenuhan kebutuhan nyata serta 
untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi 

masyarakat di Kabupaten Lamongan. 
 

Berdasarkan hal tersebut, dengan dilantiknya Bupati dan Wakil 

Bupati Lamongan periode 2025-2030, maka untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 15 ayat (1) 
dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah,  Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
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Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD)  Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 
dengan Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1  

Cukup jelas 
 

Pasal 2  

Cukup jelas. 
 

Pasal 3  

Huruf a  
Yang dimaksud dengan "pendekatan teknokratik" adalah 

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka 
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran 
pembangunan Daerah 

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "pendekatan partisipatif' adalah 
dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan.  
Huruf c  

Yang dimaksud dengan "pendekatan politis" adalah 
dilaksanakannya dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala 
Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan 

jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. 
Huruf d  

Yang dimaksud dengan "pendekatan atas-bawah (top down) dan 
bawah atas (bottom up)" adalah hasil perencanaan yang 
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan' 

 
Pasal 4 
      Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pendekatan holistik-tematik" adalah 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan 

unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor 
potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling 
berkaitan satu dengan lainnya. 

 
       Huruf b  

Yang dimaksud dengan "pendekatan integratif' adalah 
dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam 
satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam 

upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah 
 

       Huruf c  

Yang dimaksud dengan "pendekatan spasial" adalah 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke 

ruangan dalam Perencanaan. 
 

Pasal 5  

Cukup jelas. 
 

Pasal 6 
       Cukup jelas. 
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Pasal 7  

      Cukup jelas. 
 

Pasal 8  

      Cukup jelas. 
 

Pasal 9  
     Cukup jelas. 

 

Pasal 10 
     Cukup jelas. 

 

 
 

 


